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Online + 80-03-2026 analysis. The results show that Koperasi BMT Babussalam was deemed
to have committed a breach of contract (wanprestasi) by failing to fulfill
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Capztzfv] Dispute; granted the plaintiff’s claim, Including compensation and collateral
Islamic Law. serzure, demonstrates an effort to fulfill the rights of the aggrieved
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Putusan Mahkamah (al-wadih) in the implementation of the contract. This study
Agung; demonstrates that compliance with Islamic principles and fulfillment of
Sengketa Per. {170‘13]3”" contractual obligations are essential to preventing disputes in sharia-
Hukum Syariah. based financing.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan menganalisis Putusan Mahkamah
Agung No. 272 K/Ag/2015 dalam sengketa permodalan antara PT
Permodalan BMT Ventura dan Koperasi BMT Babussalam dalam
perspektif hukum syariah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum
normatif dengan metode studi kepustakaan yang menggunakan sumber-
sumber hukum dan literatur terkait sebagai bahan analisis. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa Koperasi BMT Babussalam dinilai
melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi kewajiban pembayaran
pokok pembiayaan dan bagi hasil sebagaimana kesepakatan dalam
akad. Putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan sebagian gugatan
penggugat, termasuk terkait pembayaran kerugian dan sita jaminan,
menunjukkan adanya upaya pemenuhan hak pihak yang dirugikan.
Dalam perspektif hukum syariah, penyelesaian sengketa tersebut
berkaitan dengan prinsip keadilan (a/-ad)), amanah (al-amanah), dan
kejelasan (al-wadih) dalam pelaksanaan akad. Penelitian ini
menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap prinsip syariah dan
pemenuhan kewajiban dalam akad merupakan aspek penting untuk
mencegah terjadinya sengketa dalam pembiayaan berbasis syariah.
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A. LATAR BELAKANG

Perekonomian merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan
bermasyarakat (Darajat, Suharto, & Bahrudin, 2021). Dalam menciptakan
perekonomian yang madani, diperlukan penguatan permodalan agar kegiatan
usaha dapat berjalan dan berkembang secara berkelanjutan. Perekonomian
suatu negara yang berkembang juga dapat memberikan dampak terhadap
peningkatan kesejahteraan masyarakat. Perekonomian nasional Indonesia
mengalami beberapa perubahan setelah mengalami penurunan akibat pandemi
Covid-19. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat
perkembangan perekonomian Indonesia adalah Produk Domestik Bruto (PDB).
Pada tahun 2020, PDB Indonesia mengalami penurunan dibandingkan tahun
2019, kemudian kembali meningkat pada tahun 2021 dan 2022. Perkembangan
tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1. PDB Indonesia Tahun 2018-2022
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oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Salah satunya adalah peningkatan
konsumsi rumah tangga yang mendorong permintaan terhadap barang dan jasa
(Pandia, Sutrasna, & Navalino, 2022). Selain itu, peningkatan permodalan, baik
pada sektor infrastruktur maupun industri, yang berasal dari investasi dan
sumber pembiayaan lainnya turut berperan dalam mendukung aktivitas
perekonomian. Salah satu lembaga yang memiliki peran dalam penyediaan
permodalan tersebut adalah koperasi (Fitria & Qulub, 2019).

Permodalan yang berasal dari koperasi merupakan salah satu aspek penting
dalam mendorong keberlanjutan dan pengembangan usaha anggotanya (Kasdi,
2016). Dalam menjalankan kegiatan usahanya, koperasi memperoleh modal
antara lain melalui kontribusi anggota berupa simpanan pokok, simpanan wajib,
dan simpanan sukarela. Modal tersebut selanjutnya digunakan untuk
mendukung berbagai kegiatan usaha koperasi, termasuk pemberian pembiayaan
kepada anggota dan pengembangan kegiatan usaha. Koperasi juga dapat
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memperoleh hasil dari kegiatan usaha yang dikelola bersama, yang kemudian
dibagikan kepada anggota dalam bentuk sisa hasil usaha (SHU). Keberadaan
koperasi di Indonesia menunjukkan perkembangan yang cukup besar. Jumlah
unit koperasi mengalami peningkatan sejak tahun 2006 hingga 2017, kemudian
mengalami penurunan pada tahun 2019 dan kembali meningkat pada tahun
2020. Perkembangan jumlah koperasi tersebut dapat dilihat pada Gambar 2.
Gambar 2. Jumlah Koperasi di Indonesia Tahun 2006—-20
Jumlah Koperasi di Indonesia 2006-2020
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Berdasarkan Gambar 2, jumlah unit koperasi meningkat hingga tahun 2017
sebanyak 152.174 unit, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2019
menjadi 123.048 unit dan meningkat kembali pada tahun 2020 menjadi 127.124
unit. Meskipun peningkatan tersebut tidak terjadi secara signifikan, keberadaan
koperasi di Indonesia masih memiliki peran penting dalam mendukung kegiatan
ekonomi masyarakat. Jenis koperasi di Indonesia juga beragam, mulai dari
koperasi simpan pinjam hingga koperasi yang menjalankan kegiatan
berdasarkan prinsip syariah, salah satunya adalah Baitul Maal wat Tamwil
(BMT).

Koperasi BMT (Baitul Maal wat Tamwil) merupakan lembaga yang berfokus
pada pemberdayaan ekonomi masyarakat dan peningkatan kesejahteraan
anggotanya melalui prinsip-prinsip syariah (Zainuri, Agustin, & Adawiyah,
2022). BMT menggabungkan dua fungsi utama, yaitu Baitul Maal yang
berkaitan dengan pengelolaan dana sosial dan Bairtul Tamwil yang berkaitan
dengan pengelolaan dana untuk kegiatan usaha. Dalam pelaksanaannya, BMT
menyediakan berbagai layanan keuangan kepada masyarakat, termasuk
simpanan dan pembiayaan yang dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah serta
menghindari praktik riba (Muamar & Rohayati, 2024). Selain menjalankan
fungsi pembiayaan, BMT juga memiliki fungsi sosial melalui penghimpunan dan
penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah untuk kemaslahatan masyarakat.

Melalui prinsip gotong royong dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, BMT
menjadi salah satu lembaga yang berperan dalam mendukung peningkatan
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kesejahteraan anggota dan masyarakat secara berkelanjutan (Dasopang, 2022).
Perkembangan BMT di Indonesia menunjukkan bahwa lembaga keuangan mikro
syariah tersebut memiliki peran dalam memberikan akses pembiayaan kepada
masyarakat. Pendirian BMT juga dinilai memberikan dampak positif terhadap
pengembangan ekonomi kerakyatan, termasuk dalam wupaya mengurangi
kemiskinan dan pengangguran (Supendi & Maududi, 2018). Solekha et al. (2021)
menyebutkan bahwa terdapat sekitar 3 juta nasabah BMT yang memperoleh
pembiayaan dari BMT di seluruh Indonesia. Perkembangan tersebut antara lain
didorong oleh tingginya kebutuhan masyarakat terhadap akses permodalan,
kebutuhan terhadap layanan keuangan yang menerapkan prinsip syariah, serta
berkembangnya kegiatan usaha yang berbasis pada nilai-nilai Islam (Kumaat,
2020).

Namun, perkembangan kegiatan pembiayaan pada BMT tidak terlepas dari
kemungkinan  terjadinya  permasalahan  dalam  pelaksanaan  akad.
Ketidaksesuaian antara kewajiban yang telah  disepakati dengan
pelaksanaannya dapat menimbulkan perselisihan antara para pihak dan pada
kondisi tertentu berkembang menjadi sengketa hukum. Oleh karena itu,
pelaksanaan akad dan pemenuhan kewajiban para pihak menjadi aspek penting
dalam menjaga kepercayaan serta keberlangsungan kegiatan pembiayaan
berbasis syariah. Salah satu sengketa yang berkaitan dengan permodalan BMT
terjadi antara PT Permodalan BMT Ventura dengan Koperasi BMT Babussalam.
Sengketa tersebut kemudian sampai pada tingkat Mahkamah Agung dan
menghasilkan Putusan Mahkamah Agung No. 272 K/Ag/2015. Dalam perkara
tersebut, PT Permodalan BMT Ventura sebagai Penggugat memberikan fasilitas
pembiayaan kepada Koperasi BMT Babussalam sebagai Tergugat I dengan nilai
keseluruhan Rpl,8 miliar melalui dua akad mudharabah pada tahun 2010.
Dalam pelaksanaannya, kewajiban pembayaran sebagaimana diperjanjikan
tidak dipenuhi oleh pihak Tergugat. Kondisi tersebut kemudian menjadi dasar
diajukannya gugatan dan dinilai sebagai bentuk wanprestasi dalam hubungan
hukum antara para pihak.

Sengketa tersebut menarik untuk dikaji karena berkaitan dengan
pelaksanaan akad pembiayaan berbasis syariah sekaligus penyelesaian sengketa
melalui lembaga peradilan. Putusan Mahkamah Agung tidak hanya perlu dilihat
dari aspek hukum positif, tetapi juga dapat dianalisis berdasarkan prinsip-
prinsip hukum syariah yang menjadi landasan dalam pelaksanaan transaksi.
Dengan demikian, analisis terhadap putusan tersebut menjadi penting untuk
melihat bagaimana prinsip syariah dapat digunakan dalam memahami
hubungan hukum, pemenuhan kewajiban para pihak, serta penyelesaian
sengketa permodalan pada koperasi BMT. Dari perspektif hukum syariah,
sengketa permodalan perlu dianalisis melalui prinsip-prinsip figh muamalabh,
terutama yang berkaitan dengan keadilan, amanah, kejelasan akad, dan
pemenuhan hak serta kewajiban para pihak. Salah satu prinsip penting dalam
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hukum syariah adalah larangan terhadap unsur gharar, yaitu ketidakjelasan
yang terdapat dalam objek, syarat, atau pelaksanaan transaksi yang dapat
menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak (Rusby, Hamzah, & Hamzah,
2016). Selain itu, pembagian keuntungan atau hasil usaha harus dilakukan
berdasarkan kesepakatan yang telah ditentukan dalam akad serta dilaksanakan
secara adil. Akad yang tidak jelas maupun penyimpangan dalam
pelaksanaannya berpotensi menimbulkan perselisthan dan merugikan pihak-
pihak yang terlibat.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk
menganalisis Putusan Mahkamah Agung No. 272 K/Ag/2015 dalam sengketa
permodalan antara PT Permodalan BMT Ventura dan Koperasi BMT
Babussalam dalam perspektif hukum syariah. Kajian ini diharapkan dapat
memberikan pemahaman mengenai penerapan prinsip-prinsip hukum syariah
dalam penyelesaian sengketa permodalan, khususnya berkaitan dengan
keadilan, amanah, dan kejelasan dalam pelaksanaan akad. Selain itu, penelitian
ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pentingnya pemenuhan
hak dan kewajiban para pihak dalam akad pembiayaan berbasis syariah sebagai
upaya mencegah terjadinya sengketa.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu
pendekatan yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum tertulis
maupun tidak tertulis untuk menganalisis isi, struktur, dan penerapan hukum
terhadap suatu permasalahan (Sahir, 2021). Penelitian ini menitikberatkan pada
analisis terhadap sumber-sumber hukum yang berkaitan dengan sengketa
permodalan antara PT Permodalan BMT Ventura dan Koperasi BMT
Babussalam, khususnya Putusan Mahkamah Agung No. 272 K/Ag/2015.
Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan
menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum
primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang
berkaitan dengan perkara yang dikaji. Bahan hukum sekunder berupa buku,
jurnal ilmiah, dan literatur yang membahas hukum perjanjian, pembiayaan
syariah, koperasi BMT, serta prinsip-prinsip figh muamalah. Sementara itu,
bahan hukum tersier digunakan sebagai sumber pendukung untuk memberikan
pemahaman terhadap istilah dan konsep yang berkaitan dengan penelitian.

Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan penalaran
deduktif, yaitu mengkaji norma dan prinsip hukum yang relevan kemudian
menghubungkannya dengan fakta dan pertimbangan hukum dalam Putusan
Mahkamah Agung No. 272 K/Ag/2015. Putusan tersebut selanjutnya dianalisis
dari perspektif hukum syariah, khususnya berdasarkan prinsip keadilan (a/-ad),
amanah (al-amanah), dan kejelasan (a/-wadih) dalam pelaksanaan akad dan
pemenuhan kewajiban para pihak.
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C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Rincian Kasus Sengketa PT Permodalan BMT Ventura dan Koperasi BMT
Babussalam

PT Permodalan BMT Ventura merupakan lembaga yang memberikan
fasilitas pembiayaan berbasis syariah kepada Koperasi BMT Babussalam
(Permana & Nisa, 2024). Dalam perkara ini, PT Permodalan BMT
Ventura berkedudukan sebagai penggugat, sedangkan Koperasi BMT
Babussalam sebagai tergugat utama. Penggugat menyatakan telah
memberikan fasilitas pembiayaan senilai Rp1,8 miliar melalui dua akad
mudharabah pada tahun 2010 yang diperuntukkan bagi kegiatan
produktif koperasi. Berdasarkan akad yang telah disepakati, terdapat
kewajiban yang harus dipenuhi oleh Koperasi BMT Babussalam,
termasuk pembayaran pokok pembiayaan dan bagi hasil yang telah jatuh
tempo. Koperasi BMT Babussalam kemudian dinilai melakukan
wanprestasi karena tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah
disepakati dalam akad pembiayaan. Meskipun fasilitas pembiayaan telah
diberikan, kewajiban pembayaran tidak diselesaikan sesuai dengan jadwal
yang telah ditentukan. Kondisi tersebut menimbulkan kerugian bagi PT
Permodalan BMT Ventura sehingga penggugat menempuh upaya hukum
untuk memperoleh pemenuhan haknya.

Dalam perkara tersebut, Toto Saptori juga berkedudukan sebagai salah
satu pihak turut tergugat. Selain persoalan pembayaran, sengketa juga
berkaitan dengan kewajiban yang dijamin dengan tanah dan aset lainnya
sebagaimana tercantum dalam perjanjian. Kewajiban tersebut belum
diselesaikan oleh Koperasi BMT Babussalam meskipun PT Permodalan
BMT Ventura telah memberikan beberapa kali somasi untuk meminta
penyelesaian kewajiban. Wanprestasi yang terjadi tidak hanya berkaitan
dengan belum terpenuhinya pembayaran pokok pembiayaan, tetapi juga
dengan belum diselesaitkannya pembagian hasil usaha yang menjadi
bagian PT Permodalan BMT Ventura berdasarkan kesepakatan.
Persoalan tersebut menjadi salah satu dasar timbulnya kerugian bagi
penggugat. Selain itu, tidak terselesaikannya kewajiban yang berkaitan
dengan jaminan berupa tanah dan aset lainnya semakin memperumit
penyelesaian sengketa (Maulida, Novita, & Aisyah, 2024).

Dengan demikian, perkara antara PT Permodalan BMT Ventura dan
Koperasi BMT Babussalam berawal dari tidak terpenuhinya kewajiban
sebagaimana yang telah disepakati dalam akad pembiayaan. Adanya
tunggakan kewajiban, persoalan jaminan, serta tidak berhasilnya
penyelesaian melalui somasi kemudian menjadi dasar bagi penggugat
untuk mengajukan gugatan ke pengadilan. Kondisi tersebut selanjutnya
menjadi dasar untuk menganalisis pelaksanaan akad dan pemenuhan
kewajiban para pihak berdasarkan prinsip hukum syariah.

2. Pelaksanaan Akad Mudharabah dan Prinsip Kejelasan (a/-wadih)

Sengketa antara PT Permodalan BMT Ventura dan Koperasi BMT
Babussalam berkaitan dengan akad mudharabah sebagai dasar
pembiayaan. Akad mudharabah merupakan bentuk kerja sama antara
pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola dana (mudharib), di mana
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keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian pada
prinsipnya ditanggung oleh pemilik modal sepanjang kerugian tersebut
tidak disebabkan oleh kelalaian atau wanprestasi pengelola dana (Mursid,
2018; Munandar & Ridwan, 2023). Dalam perkara ini, Koperasi BMT
Babussalam berkedudukan sebagai pihak yang mengelola dana dan
memiliki kewajiban untuk melaksanakan ketentuan yang telah disepakati
dalam akad. Pelaksanaan akad dalam transaksi syariah menuntut adanya
kejelasan mengenai hak, kewajiban, jangka waktu, serta ketentuan yang
harus dipenuhi oleh masing-masing pihak. Prinsip kejelasan (a/-wadih)
menjadi penting agar para pihak memahami secara tepat hubungan
hukum yang telah mereka sepakati. Hal tersebut sejalan dengan firman
Allah SWT dalam Surah Al-Bagarah (2:282):

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk
jangka waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya... agar
tidak ada pihak yang dirugikan.”

Ayat tersebut menekankan pentingnya pencatatan dan kejelasan
dalam transaksi keuangan sehingga hak dan kewajiban masing-masing
pihak dapat diketahui dan dilaksanakan. Dalam konteks perkara ini,
ketentuan mengenal pembiayaan, pembayaran pokok, bagi hasil, serta
jaminan merupakan bagian dari hubungan hukum yang harus dipahami
dan dilaksanakan berdasarkan kesepakatan para pihak. Koperasi BMT
Babussalam yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran sebagaimana
yang telah disepakati menunjukkan adanya persoalan dalam pelaksanaan
akad. Kondisi tersebut tidak hanya berkaitan dengan kemampuan
memenuhi kewajiban, tetapi juga menunjukkan pentingnya kejelasan dan
kepastian mengenail pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak dalam
akad (Ekawati & Kusumaningtias, 2024). Dengan demikian, prinsip al-
wadih dapat digunakan sebagai salah satu landasan untuk melihat
pentingnya kepastian dan keterbukaan dalam pelaksanaan pembiayaan
berbasis syariah.

. Pemenuhan Kewajiban dalam Perspektif Amanah, Keadilan, dan Gharar

Selain prinsip kejelasan, pelaksanaan akad mudharabah juga
berkaitan erat dengan prinsip amanah (a/-amanah) dan keadilan (a/-ad).
Dalam muamalah, setiap pihak yang menerima hak dan kewajiban
berdasarkan suatu akad dituntut untuk melaksanakannya dengan penuh
tanggung jawab dan itikad baik. Ketidakmampuan atau kelalaian dalam
memenuhi kewajiban dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain dan
bertentangan dengan nilai tanggung jawab dalam transaksi syariah.

Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Ahzab (33:72):

“Sesungguhnya Kami telah menawarkan amanah kepada langit, bumi,
dan gunung-gunung, maka mereka enggan untuk memikul amanah itu
dan takut kepadanya, dan manusia pun memikulnya. Sesungguhnya, dia
adalah sangat zalim lagi sangat bodoh.”

Ayat tersebut menunjukkan pentingnya amanah yang dipikul oleh
manusia. Dalam konteks akad mudharabah, kepercayaan pemilik modal
kepada pengelola dana merupakan bagian penting dari hubungan kerja
sama. Oleh karena itu, kewajiban untuk mengelola dana dan memenuhi
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ketentuan yang telah disepakati merupakan bagian dari amanah yang
harus dijalankan. Kegagalan Koperasi BMT Babussalam dalam
memenuhi kewajiban pembayaran dan penyelesaian jaminan dapat
dikaitkan dengan persoalan pemenuhan amanah dalam pelaksanaan akad.
Prinsip keadilan (a/-ad) juga menjadi bagian penting dalam penyelesaian
sengketa. Islam menghendaki agar setiap pihak memperoleh haknya dan
melaksanakan kewajibannya secara seimbang. Allah SWT berfirman
dalam Surah Al-Mumtahanah (60:8):

“Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada
orang-orang yang tidak memerangl kamu dalam agama dan tidak
mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah
menyukal orang-orang yang adil.”

Dalam perkara ini, tidak terpenuhinya kewajiban oleh Koperasi BMT
Babussalam menyebabkan adanya ketidakseimbangan antara hak PT
Permodalan BMT Ventura dan kewajiban pihak koperasi. Oleh karena itu,
pemenuhan kewajiban serta perlindungan terhadap hak pihak yang
dirugikan menjadi bagian dari upaya mewujudkan keadilan dalam
penyelesaian sengketa. Prinsip tersebut juga tercermin dalam kewajiban
untuk bertindak jujur dan tidak mengurangi hak pihak lain dalam
transaksi (Utami, 2019). Selain amanah dan keadilan, perkara ini dapat
dikaji melalui prinsip gharar, yaitu larangan terhadap unsur
ketidakpastian yang dapat merugikan salah satu pihak dalam transaksi.
Dalam konteks sengketa 1ini, tidak terselesaikannya kewajiban
pembayaran pokok pembiayaan, bagi hasil, dan penyelesaian jaminan
menimbulkan ketidakpastian mengenai penyelesaian hak PT Permodalan
BMT Ventura. Namun demikian, ketidakpastian tersebut perlu dibedakan
dari wanprestasi itu sendiri. Wanprestasi berkaitan dengan tidak
dipenuhinya kewajiban yang telah diperjanjikan, sedangkan gharar lebih
berkaitan dengan adanya ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam
transaksi.

Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Baqarah (2:188):

“Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang
batil dan janganlah kamu membawa-bawa harta itu kepada para hakim
agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain dengan cara
berbuat dosa, padahal kamu mengetahui.”

Ayat tersebut menegaskan larangan memperoleh atau menggunakan
harta orang lain dengan cara yang batil. Dalam konteks perkara yang
dikaji, prinsip tersebut dapat dikaitkan dengan kewajiban para pihak
untuk melaksanakan akad secara benar dan tidak merugikan pihak
lainnya. Dengan demikian, aspek amanah, keadilan, dan menghindari
unsur ketidakpastian menjadi bagian penting dalam menilai pelaksanaan
akad pembiayaan syariah.

4. Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 272 K/Ag/2015

Putusan Mahkamah Agung No. 272 K/Ag/2015 mengenai sengketa
permodalan antara PT Permodalan BMT Ventura dan Koperasi BMT
Babussalam dapat dianalisis dari perspektif hukum positif maupun
prinsip hukum syariah. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Agung
mengabulkan sebagian gugatan penggugat berkaitan dengan wanprestasi
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yang dilakukan oleh Koperasi BMT Babussalam. Salah satu tuntutan
yang diajukan penggugat adalah pembayaran kerugian sebesar
Rp1.526.846.507,91 secara tanggung renteng dari seluruh tergugat, yang
berkaitan dengan pokok pembiayaan yang belum terselesaikan serta bagi
hasil yang belum dibayarkan. Putusan tersebut menunjukkan adanya
upaya untuk memberikan pemenuhan hak kepada pihak yang mengalami
kerugian akibat tidak dipenuhinya kewajiban berdasarkan akad. Dalam
konteks hukum syariah, pemenuhan hak tersebut dapat dikaitkan dengan
prinsip al-adl, karena penyelesaian sengketa diarahkan untuk
mengembalikan keseimbangan antara hak penggugat dan kewajiban
tergugat. Perlindungan terhadap hak pihak yang dirugikan merupakan
bagian penting dari penerapan prinsip keadilan dalam hubungan
muamalah.

Permohonan yang berkaitan dengan sita jaminan terhadap aset
tergugat juga menjadi bagian dari penyelesaian perkara. Dalam perspektif
keadilan, keberadaan jaminan dalam suatu pembiayaan pada dasarnya
berkaitan dengan upaya memberikan kepastian terhadap pemenuhan
kewajiban. Oleh karena itu, penyelesaian terhadap aset yang dijadikan
jaminan perlu ditempatkan dalam kerangka pemenuhan kewajiban dan
perlindungan hak pihak yang dirugikan. Putusan tersebut juga dapat
dipahami sebagai bentuk penegasan bahwa akad yang telah disepakati
oleh para pihak menimbulkan konsekuensi hukum yang harus dipenuhi.
Kegagalan memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah diperjanjikan
menjadi dasar bagi pihak yang dirugikan untuk memperoleh perlindungan
hukum. Hal ini sejalan dengan prinsip al-amanah dan al-adl, yang
menuntut agar setiap pihak melaksanakan tanggung jawabnya dan hak
pihak lain tetap dihormati.

Dalam naskah sebelumnya, putusan tersebut juga dikaitkan dengan
prinsip 1istijlab, yaitu percepatan penyelesaian sengketa, serta istilah
uitvoerbaar bij voorraad yang berkaitan dengan pelaksanaan putusan.
Bagian ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa tidak hanya
berkaitan dengan penetapan hak dan kewajiban, tetapi juga dengan
efektivitas pemenuhan hak pihak yang telah memperoleh putusan. Istilah
dan penerapannya perlu disesuaikan kembali dengan amar serta
pertimbangan Putusan Mahkamah Agung No. 272 K/Ag/2015 agar tidak
terjadi ketidaktepatan terminologi hukum. Berdasarkan keseluruhan
uraian tersebut, Putusan Mahkamah Agung No. 272 K/Ag/2015
menunjukkan adanya upaya penyelesaian sengketa melalui pemenuhan
kewajiban pihak yang dinilai melakukan wanprestasi serta perlindungan
terhadap hak pihak yang dirugikan. Dari perspektif hukum syariah,
perkara tersebut dapat dikaitkan dengan prinsip kejelasan (al-wadih),
amanah (al-amanah), keadilan (al-ad), dan menghindari unsur
ketidakpastian (gharar) dalam pelaksanaan akad. Dengan demikian,
kepatuhan terhadap akad dan pemenuhan kewajiban para pihak
merupakan aspek penting dalam menjaga keadilan dan mencegah
terjadinya sengketa dalam pembiayaan berbasis syariah.

D. SIMPULAN DAN SARAN
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Berdasarkan hasil penelitian, sengketa permodalan antara PT Permodalan
BMT Ventura dan Koperasi BMT Babussalam menunjukkan pentingnya
pemenuhan kewajiban dalam pelaksanaan akad mudharabah. Koperasi BMT
Babussalam dinilai melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi kewajiban
pembayaran pokok pembiayaan dan bagi hasil sebagaimana yang telah
disepakati dalam akad. Putusan Mahkamah Agung No. 272 K/Ag/2015 yang
mengabulkan sebagian gugatan penggugat, termasuk terkait pembayaran
kerugian dan sita jaminan, menunjukkan adanya upaya perlindungan terhadap
hak pihak yang dirugikan.

Dalam perspektif hukum syariah, perkara tersebut berkaitan dengan prinsip
kejelasan (al-wadih), amanah (al-amanah), dan keadilan (a/-ad) dalam
pelaksanaan akad. Dengan demikian, kepatuhan terhadap kesepakatan akad,
pemenuhan kewajiban, serta perlindungan terhadap hak para pihak merupakan
aspek penting dalam menjaga kepastian dan keadilan dalam transaksi
permodalan berbasis syariah. Oleh karena itu, para pihak perlu menyusun dan
melaksanakan akad secara jelas, rinci, dan transparan, khususnya mengenai
hak dan kewajiban, mekanisme pembayaran, bagi hasil, jangka waktu, serta
ketentuan jaminan. Koperasi sebagai pengelola dana juga perlu meningkatkan
kehati-hatian dan tanggung jawab dalam pengelolaan dana serta memenuhi
kewajiban sesuai dengan akad yang telah disepakati guna meminimalkan
potensi wanprestasi dan mencegah terjadinya sengketa dalam pembiayaan
berbasis syariah.
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